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RINGKASAN

Sabrina Helawati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Januari 2014, KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK
PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Kepolisian
Resort Mojokerto), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS, Dr. Ismail Navianto,
SH. MH.

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang kendala penegakan hukum terhadap
tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin yang ada di Kabupaten Mojokerto.
Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pertambangan tanpa izin di
Kabupaten Mojokerto, namun hanya sedikit yang disidik oleh pihak Kepolisian
Resort Mojokerto. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan
menganalisis tentang kendala dan upaya penegakan hukum yang dihadapi
Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa
izin.

Dalam rangka mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan batuan tanpa izin, maka jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris, melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis.
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Mojokerto dengan data primer yang
diperoleh dengan wawancara kepada anggota penyidik dan studi pengamatan
terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan data sekunder diperoleh
dengan studi dokumentasi. Kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan
teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala internal yang dihadapi Kepolisian Resort
Mojokerto adalah kuantitas dan kualitas personil penyidik di tiap-tiap unit yang
belum memadai, khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort
Mojokerto, dan koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto yang tidak
efektif. Kendala eksternal yang timbul adalah ketidakhadiran saksi yang dipanggil
secara sah, keterangan saksi yang tidak jelas, dan keterangan saksi ahli yang tidak
sesuai dengan pertanyaan penyidik. Upaya yang dilakukan terhadap kendala
internal adalah melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara
khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) personil penyidik, dan
menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.
Upaya yang dilakukan terhadap kendala eksternal adalah melakukan Penyampaian
Surat Panggilan Il, menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi,
menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli. Saran yang diberikan
dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya Satuan Reskrim mengatasi segala
kendala yang ada dalam proses penyidikan pertambangan batuan tanpa izin.



SUMMARY

SABRINA HELAWATI, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya,
January 2014, The Law Enforcement Constraints against Illegal Rock Mining by
The Investigator Police Officers of The Republic of Indonesia (Case Study in
Mojokerto Police Resort), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS, Dr. Ismail
Navianto, SH. MH.

In this paper, the writer will discuss about the law enforcement constraints against
illegal rock mining criminal act. The background of this paper is because there
were so many illegal rock mining in Kabupaten Mojokerto, but only a few of
them had been investigated by the Mojokerto Police Resort. The objectives of this
paper are simply to get to know, to have deep understanding, and to analyze the
constraints and efforts of law enforcement by Mojokerto Police Resort against the
illegal rock mining.

The writer used the empirical legal research method with socio-juridical approach.
The primary data in this paper consists of the investigator members’ interviews
and study observations of Berita Acara Pemeriksaan (BAP). For the secondary
data the writer used study documentation, then all the data will be analyzed using
the qualitative description method.

Based on the research result, the internal constraints faced by the Mojokerto
Police Resort are the lack of quantity and quality of investigator personnel in each
unit, particularly in the Mojokerto Specific Crime Unit Police, and the lack of
coordination between the police officer and Badan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BTPTM) in Kabupaten Mojokerto. Furthermore, the external
constraints are are the absence of witnesses during the trial, the unclear witnesses’
testimony, and the inconsistence of expert witnesses testimony. The efforts to
overcame internal constraints were specifically conducted training and evaluation
to measure the investigator personnel ability and set the strategy to improve
coordination between the law enforcement agencies.Besides that, the efforts made
to overcome the external constraints were sent the Penyampaian Surat Panggilan
I1, explained to the witnesses their obligations, and to pointed out the legal basis
of the witnesses’ obligations. In the end, the writer’s suggestion in this paper is for
the Criminal Unit, they have to overcome all the constraints as soon as they can.
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